BAB 11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah :
Pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penegakan
hukum tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-
Undang RI. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Pasal 6 ( mengatur lebih lanjut mengenai tugas KPK ),
Pasal 7 ( mengatur lebih lanjut mengenai wewenang koordinasi ),
Pasal 8 ( mengatur lebih lanjut mengenai wewenang supervisi ), Pasal
11 dan Pasal 12 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang
penindakan ). Tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK
berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2002 adalah
tindak pidana ekonomi yang melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara ; mendapat perhatian yang meresahkan
masyarakat ; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ). Untuk Kejaksaan diatur dalam
Pasal 30 ayat ( 1 ) huruf d Undang-Undang RI. No.16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa di bidang pidana,
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Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan
dalam penjelasan Pasal 30 ayat ( 1 ) huruf d tersebut. Secara khusus
terhadap tindak pidana korupsi di perusahan BUMN kedua undang-
undang tersebut belum mengatur secara tegas dikarenakan masih
terdapat perbedaan penafsiran mengenai status keuangan negara yang
terdapat di dalam perusahaan BUMN khususnya perusahaan BUMN
yang berbentuk Persero. Batasan kewenangan KPK dalam penyidikan
perkara korupsi perusahaan BUMN di Indonesia hanya terbatas atau
berlaku pada perusahaan BUMN yang berstatus Perjan dan Perum
sedangkan yang berstatus Persero KPK tidak memiliki kewenangan
untuk melakukan penyidikan karena kekayaaan BUMN persero bukan
merupakan kekayaan Negara, namun jika terjadi suatun tindak pidana
ekonomi di dalamnya dapat diterapkan peraturan Undang-Undang
Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi tentunya
dengan melihat unsur-unsur tindak pidananya terlebih dahulu apakah
termasuk tindak pidana ekonomi atau bukan. Untuk Kejaksaan batasan
kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi pada perusahaan
BUMN selama ini hanya bersifat kordinasi dengan instansi terkait
( Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ( BPKP ) ) sebagaimana diatur dalam Keppres No. 11
Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
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B. Saran
Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan konsep keuangan negara khususnya tentang kejelasan status kekayaan
negara pada perusahaan BUMN sehingga didapatkan satu pengertian yang
sama mengenai konsep keuangan negara yang ada di dalam perusahaan
BUMN, untuk kemudian dapat diperoleh suatu payung hukum bagi KPK dan
Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi pada perusahaan
BUMN di Indonesia. Jika sudah ada kejelasan tentang pengertian keuangan
negara yang ada di tubuh BUMN persero maka perlu diharmonisasikan
dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI. khususnya Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana

korupsi pada perusahaan BUMN di Indonesia.
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